BUPATI BOLAANG MOGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPAT!I BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 219 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGER| SIPIL
Dl LINGKUNGAN FEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Mernimbang

Menmngat

TAHUN ANGGARAN 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia
dibidang pendidikan vang profesional bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow maka dipandang perlu untuk dibenkan Tugas
Belajar;

bahwa untuk itu perlu adanva bantuan Tugas Belajar bagi
Pegawai Negenri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow yang menempuh studi lanjut Strata
Dua (5.2) dan Strata Tiga (5.3);

bahwa nama-nama vang tercantum dalam Lampiran |
Keputusan ini dianggap memenuhi svaral menernima
Bantuan Tugas Belajar bagi Pegawal Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf e, perlu ditetapkan
dengan Keputusan,

Undang-Undang Nomor 29 Tanun 1959 tentang
Pembentukan Daeggh-Daerah Tingkat 1l di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494),




Memperhatikan

10

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2000 MNomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintalh  Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawal Negen Sipil (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4:93);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar dan ljin Belajar;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun
2015 entang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 25 Maret
2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan ljin Belajar bagi
Pegawai Negeri Sipil.



MEMUTUSKAN:

EKEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

Menetapkan

KESATU Menetapkan Penerima Bantuan Tugas Belajar bagi Pegawal
Neger Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana ftercantum
dalam Lampiran | Keputusan ini.

KEDUA Bantuan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU, diberikan dalam bentuk uang tunai dengan besaran
sebagaimana tercantum dalam Lammran [| Keputusan ini.

KETIGA Pegawal Negeri Sipil vang menempuh studi lanjut Strata Dua
(S.2) dan Strata Tiga (S5.3] wajib memberikan laporan
perkembangan studinya kepada Bupat Bolaang Mongondow
melalun Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar, wajib
menyelesalkan studi sesual dengan jangka waktu yang telah
ditetapkan.

KELIMA Biaya wang timbul akibat ditetapkannyva Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
KRabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang
Mongondow,

KEENAM Apabila dikemudian han dalam pelaksanaan Kepurusan im
terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan
sebagaimana mestinya.

KRETUJUH keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

o Ed
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